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BUPATI TANA TORAJA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 

NOMOR 2 TAHUN 2017 

TENT ANG 

TATA CARA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN 
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANA TORAJA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang 
hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan 
daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu 
tata cara penyelesaian .kerugian daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah jo pasal 99 · Peraturan ' . Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah, setiap kerugian daerah 
yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian seseorang harus diselesaikan melalui Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Barang Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merietapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Barang Daerah; 

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang. 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Barang Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 
dan Barang Daerah; 

20. Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negeri Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 



21. Peraturan Daerah Kabupate n Tana Toraja . o ; er :2 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pr ng.lnlaan 
Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG TATA CARA 
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANT! 
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

. ,• 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Togas 
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tor nja . 
6. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja. 
7. lnspektur adalah lnspektur Ka bu paten Tana Toraja. 
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

9. Tun tu tan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata 
cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalarn pengurusan 
terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang 
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 

10. TP Biasa adalah TP terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh 
Bendaharawan yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya. 

11. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntut.an 
terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan scbagai 
Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian k c rugia n 
disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau mclalaikan 
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana 
mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung 
Daerah menderita kerugian. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini, berlaku bagi Bendaharawan atau Pegawai/Orang 
bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan 
Daerah yang berada pada : 

a. Seluruh Perangkat Daerah/ Lembaga/ Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik/ dan perangkat kecarnatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

BAB III 

INFOMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 3 

( 1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang 
mengakibatkan kerugian Daerah berasal dari berbagai sumber, antara 
lain: 
a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; 
b. Hasil pengawasan melekat/pengendalian internal yang 

dilaksanakan oleh Atasan Langsung; 
c. Hasil Verifikasi Bagian Keuangan atau Pejabat yang_ diberikan 

kewenangan melakukan verifikasi. 
d. Informasi dari media massa dan media elektonik. 

e. Pengaduan masyarakat. 
(2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah 

dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena 
sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga 
mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada 
Bupati selarnbat-lambatnya dalam waktu 7 hari setelah mengetahui 
adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat satu 
minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan 
kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman 
disiplin. 

(3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), menugaskan Pengawas Fungsional/Inspektorat 
Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran 
laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun 
upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan 
Bupati ini. 

(4) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
ternyata terdapat kerugian daerah, Pengawas Fungsional/Inspektorat 
Kabupaten menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut kepada' 
Buoati dan ditindaklaniuti oleh Maielis. 







Pasal 8 

(1) Keputusan Majelis mengenai Pembebanan kekurangan 
perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya 
dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya, 
pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan 
dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua} tahun 
sejak ditandatangani SKT JM. 

(2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tetap 
dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding. 

(3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat 
keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau 
memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh 
Bendaharawan. 1:: · 

Paragraf 3 

Tuntutan Perbendaharaan Khusus 

Pasal9 

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada di 
bawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 
(tiga) kali berturut-turut belum menyarnpaikan perhitungan, maka pada 
kesempatan pcrtama Atasan Langsung melakukan tindakan pengamanan 
untuk menjamin kepcntingan Daerah, terdiri atas: 

a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup; 

b. Semua uang,' surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun 
buku-buku disimpan / dimasukan dalam lemari besi dan disegel. 
Khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan penyegelan terhadap 
gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi 
tanggung jawab Bendaharawan; 

c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Serita 
Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan olch ahli 
waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan 
bagi bendaharawan yang berada di bawah pengampunan disaksikan 
oleh pengampu (kurator) serta. pejabat Pemerintah Daerah setempat. 

Pasal 10 

( 1} Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas 
" saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat 

perhitungan ex officio. 

(2) Hasil pcrhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada 
pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau Bendaharawan yang 
tidak membuat pcrhitungan dan dalarn batas waktu 14 (empat belas) 
hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. 
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